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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat

dalam pembangunan dal peningkatan kualitas

pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe,

maka perlu dilakukan pengelolaan layalan pengaduan

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi berbasis uhatsapp;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimal<sud dalam humf a, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pengelolaan l,ayanan Pengadual

Masyarakat Berbasis Whatsapp Lapor Bupati;

Undarg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembarart

Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1a22li

Undang-Undaag Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang

lnformasi dan Trarsaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Taiun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengart

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 lenlaJrg

Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11

2

Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikp4/
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(Lembaran Negara Republik Indonesia "fahu.n 2024

Nomor l, Tambahal Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6905);

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengar Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg-Undang Nomor

2 Tahun 2022 ter,tarig Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud

Menjadi Kabupaten Kepulauan Sargihe di Provinsi

Strlawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 167, Tambalan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2Ol3 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ,n r)tl- 
$

¨
０

6

7

8

-2-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentarg Rodd

M@p Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengadual

Petayanan h.rblik Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulaual Sargihe (kmbaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5)

sebagaimana telai beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tel)tar,g

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Salgihe (l,embaran

Daerah Kabupaten Kepuiauan Sangihe Tahun 2023

Nomor 4, Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Nomor 1O);

MEMUTUSKAN:

Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis

Wlatsopp Lapor Bupati. sebagaimana i".cantu- dal^-
Lampiral yarlg merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana

diktum KESATU menjadi pedoman dalam meningkatkai

efektifitas penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten

Kepulauan Sangihe. O. 6
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Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.lll,

Ditctapkan di Tahuna

pada tallgga1 23 Apri1 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

″

MICHAEL GARI
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KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 106/555/TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLMN  LAYANAN  PENGADUAN

I口:ASYARAKAT   BERBASIS   ■をう4■SAPP

LAPOR BUPATI

PENGELOI,AAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS

WHATSAPP LAPOR BUPATI

I.1. PENDAHULUAN

A. L.atar Belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013

tentang Pengelolaal Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega,ra dan Reformasi Birokrasi

Nomor 3 Talun 2015 tentang Road Mop Pengembangan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanar Publik Nasional yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh

pelayanal publik. Menindaklanjuti kedua atui'an ini, maka

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadirkan sarana

pengaduan layanan publik dan juga secara tidak lalgsung

mendukung Sistem Pengelolaa-n Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional (SP4N).

Pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik yang

disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pengaduan ini dapat berupa sumbang pikiran, saran, gagasan,

keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun. Beberapa

fasilitas pengaduan yang biasanya digunakan oleh masyarakat

diantaralya surat, faksimile, email, aplikasi atau datang largsulg

ke kantor yang bersangkutan. Pada prinsipnya dengar berbagai

sarana pengaduan yang ada, setiap pengaduan harus dilengkapi

dengan informasi yang jelas dan lengkap.

Tlrjuan pengadual masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pengadual dapat menjadi masukal bagi Pemerintah Daerah

untuk mengidentifrkasi masalah dan melakukan perbaikan

dalam pelayanan pu blik.l
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2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

Pengaduan dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap

kinerja Pemerintah Daerah dal memaslikan bahwa pengadual

ditangani secara transparan dan akuntabel.

3. Mencegah Korupsi, Kolusi darr Nepotisme

Pengadual dapat menjadi saluran bagi masyafakat untuk
melaporkan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang

tedadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Memperkuat partisipasi masyarakat

Pengaduan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan

kinerja Pemerintah Daerah.

5. Menjaga citra dan s.ibawa Pemerintal Daerah

Penaagalan pengaduan yang baik dapat menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap Pemerintal Daerai.

6. Memperkuat fungsi pertanggungjawaban Pemerintai Daerah

Pengadual membantu Pemerintal Daerah

mempertanggungiawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Layanar pengaduan masyaral<at secara umum memiliki fungsi:

1. Saluran komunikasi yang menyediakan saluran bagi

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dal keluhan;

2. Alat kontrol yarg membartu masyarakat mengawasi kineia
Pemerintah Daerah;

3. Pendorong perbaikan yang dapat memotivasi Pemerintah Daera}r

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kine{anya.

4. Wujud partisipasi yang memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilarr

keputusan dan pemaJltauan kineda Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk upaya strategis yang

menjamin keterlibatan masyaiakat dalam pembangunan daerah,

maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe penting untuk

menJrusun dokumen yang akan menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan tata kelola dan manajemen layarrarl pengaduan

masyarakat berbasis uhals@pp sebagai. platform yang digunakan

oleh layanan Lapor Bupati Sangihe.;!



B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini dikeluarkan dengan maksud memberikan landasan

dan pedoman dalam pelaksanaan proses tata kelola dan

manajemen layanal pengaduan masyarakat betbasis uhatsapp di
Kabupaten Kepulauan Sangihe dengar nama aplikasi Lapor Bupati

Sangihe. Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah supaya tata
ke1ola dan manajemen layanan pengaduan masyarakat berbasis

wha.ts.lpp Lapor Bupati di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjalan

teraral, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayaral publik di Kabupaten Kepulaual Salgihe.

C. Prinsip

Prinsip yarg melekat dalam keputusar ini:

1- Obyektif, kegiatan penanganan pengaduan masyaraLat harus

berdasarkan fakta atau bukti yarlg dapat dinilai berdasarkan

kriteria yang ditetapkan.

2. Koordinatif, penanganan pengaduan masyaral<at harus

dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antar pejatrat yang

berwenang dalr terkait berdasarkan mekanisme, tata keda dan

prosedur yang be aku.

3. Tidak diskriminatif, penanganan pengaduan masyaral<at

dilalukan dengan perlakuan yang sarna terhadap setiap

pengaduan dan tidak membedakar suku, agama, ras, etnis,

gender dan pertimbangan lain yang bersifat subjektiL

4. Efektif dan efisien, penanganan pengadual masyarakat harus

dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan

biaya.

5. Akuntabel, proses penanganarr pengadual masyarakat dan

tindaklanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

dal prosedur yalg berlaku.

6. Transparan, hasil penanganan pengaduan masyaraf<at

dilal<ukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yangjelas dan

terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat

mengetahui perkembangan dan tindaklanjutnya. A
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D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini terdiri dari
1. Nama La5ranan;

2. Salura!1 Lavanan;

3- Prosedllrpenanganan;

4. Personil;

5. Monitoring dan evaluasi;

6. Sosiaiisasi.

I,2. TATA KELOLA LAYANAN

Tata kelola layanan pengaduan merupakan sistem yang mengatur
bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengacluan
terkait layanan publik dan bagaimana pemerinLah Daerah menanggapr
serta menyelesaikan pengaduan terscbut. Ha1 ini perlu dilakukan
untuk memastikan pela,vanan publik beaalan sesuaj stanclar dan
memberikan kepuasan kepada masyarakat.
A. Nama Lalranan

Layanan pengaduan masyarakat dibcri nama Lapor tsupati
Sangihe.

B. Saluran Layanan

Kanal atau saluran penyampaian pen€:aduan masyarakat ini
menggunakan LDhetsapp dengan nomo. Og 1 1.+7 1 I 1 O 1.

C. Proscdur Penanganan

l. Adanya Standar pclayanan dan Standar Operasional p.osedur

1.ang jelas untuk penanganan pengaduan.

2. Mekanisme pcngaduan yang sistcmatis dan Lransparan.
3. .langka \,,,aktu penyelesaian yang.jclas clan bisa dipantau.

D. Pe.sonil

Adanya pcjabat

pengaduan serta pclttingnya peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia pengelola layanan peng:rduan, dalam hal ini terkait
dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah, maka pejabat
teknis berasal dari Dinas Komunikasi dan inlormatika Dacrah
Kabupaten Kepulauan Sangihc.

E. Monitoring dan Evaluasi

Adanya sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan lay:rnan
pengaduan tetap berjalan maksimal serta adanya laporan berkata;[

_vang bertanggungjawab dalam pengeloiaan
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sebagai bahan evaluasi untuk meningkatka-n kualitas layanan
pengaduan. Kegiatan monitoring dafi evaluasi ditakukan secara
berkala dalam aplikasi Lapor Bupati Salgihe untuk analisis data
pengadual yang ditangani oleh sistem.

F. Sosialisasi

Adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh
stakehoLd.er mengenai prosedur layanan pengaduan. Kegiatan
sosialisasi layanan pengaduan masyarakat dilakukan sejak
tahapan awal lqlnching aplikasi l,apor Bupati Sangihe serta
dilal<ukan secara berkala untuk informasi statistik pengaduan yang
ditangani oleh sistem.

I.3.PELAPOIRAN

Pelaporan kualitas layanan pengaduan masyarakat bertujuan untuk
mengumpulkan dar menyajikan data serta informasi mengenai hasil
pelaksanaan tata kelola layanan Lapor Bupati Sangihe selama periode

tertentu. Pelaporan ini juga dapat menyajikan hasil Survei Kepuasal
Masyarakat terhadap layanan yang diterima. pelaporan ini sangat
berarti bagi Pemeiintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk
mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan l,apor Bupati
Sargihe di masa yalg akan datang. Adapun manfaat pelaporan

kualitas layanar pengaduan masyarakat adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan, dimana data pengaduan diguna-kan

untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Inovasi pelayanan, dimana data pengaduan menjadi rujukan untuk

membuat inovasi baru dalam pelayana publik;

3. Perbaikan tata kelola, dimana pengaduan dapat membantu

mengidentifikasi permasalahaa dalam tata kelola pemerintah

Kabupaten Kepulauan Sangihe serta mendorong perbaikan kearah

yang lebih baik;

4. Mencegah korupsi, dengar adanya layanar pengaduan masyarakat

dapat membantu mencegah tindak pidana korupsi karena adanya

transparansi;

5. Peningkatan kepercayaan masyaral<at, sebab pelayanan pengaduan

masyarakat yarrg baik dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan SanSihe. 2
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II.STANDAR  PELAYANAN  PENGELOLAAN  LAYANAN

M:ASYARA:KAT BERBASIS y4■ 4TSAF,P LAPOR BUPATI

PENGADUAN

No Komponen Keterangan

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20 12

tentang Pela l<sanaan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturar Presiden Nomor 76 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik;

d. Peratu.an Menteri Pemberdayaan Apajatur
Negara Nomor PER/ 05/M.PAN/4/20Oq

tentang Pedoman Umum Penanganan

Pengaduan Masyarakat bagr Instansi

Pemerintahan.

2 Nomor Lavanan 08114711101(1ん ,71α
`sα
ρρ)

3 Persyaratan

Pelayaran

a. Menyebutkan identitas diri berupa nama

lengkap da-n alamat lengkap;

b. Menyampaikan aspirasi dan pengaduan

secara terperinci, menyertalan lokasi dar
waktu kejadian serta dapat dilampirkan

bukti dukung berupa dokumen/foto;

c. Pengguna layanan pengaduan adalah

masyarakat pengguna layalan publik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4 Sistem,

Mekanisme, dan

Prosedur

Mekanisme pelayanan pengadual masyaratat:

a. Masyarakat rnembuat pengaduan pada ctat
wlwtsapp Lapor Bupati Sangihe;

b. Pengaduan yang masuk dicatat dan dikelola

oleh Administrator, setiap pelapor harus

mengisi nama dal alamat lengkap;

c. Administrator melakukan klasilikasi dan

veriflkasi pengaduan berdasarkan jenis

aduan;
カ
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No Komponen Keterangan

d.Administrator menyalurkan pengaduan

kepada unit kerja yang berwenang.

e. Unit kerja melal<ukan verifrkasi terhadap

pengaduan yang masuk.

f. Unit kerja menindaklanjuti pengaduan yang

diterima,

g. Penanganan pengaduan di unit kerja selesai,

hasil tindal<lanjut disampaikan kepada

Administrator.

h. Administrator menginformasikar

tindaldarj ut pengaduan kepada masyarakat.

5 a. Jenis aduan berupa permintaan informasi,

ditindallanjuti dalam waktu 1 - 2 hari sejal
aduan diterima.

b. Jenis adual tidak berkadar pengawasan

seperti penyampaian aspirasi, kritik dan

saran untuk perbaikan layanarl publik,

ditindaklanjuti dalam wa}tu 1 - 2 minggu

sejak aduan diterima.

c. Jenis aduar berkadar pengawasan yang

memerlukan pemeriksaan lapangan atau

terindikasi adanya penyalahgunaan

wewenalg, ditindaklarjuti dalam waktu 1 - 2

bulan sejak aduan diterima.

6 Biaya / Tarif Penggunaan layanan tidak dipungut biaya

7 Produk Pelayanan Tanggapan/ tindaklanjut/ penyelesaian

pengaduan masyarakat

8 Sarana,

Prasarana,

daII/atau Fasilitas

Sarana prasarana pendukung proses layanan:

kursi, komputer/laptop, printer, alat tulis

kantor, telepon genggam.

9 Kompetensi

Pelaksaoa

Dilaksanal<an oleh petugas yang melal<sanaLan

fimgsi tersebut dengal persyaratan yaitu

memahami tupoksi Pemerintah Daerah serta

prosedur penanganar-r pengaduan masyarakat.

た

Jangka Waktu

Penyelesaiarr

atas
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No Komponen Keterangan

10 Pengawasan

Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektur

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

11 Pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan

layanan pengaduan minimal berjumlah 1 (satu)

orang Administrator dan 2 (dua) orang

pelaksana.

12 Jaminan

Pelayanan

Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan

SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Jaminan

Keamanan

Keselamatan

Pelayalan

dan

Pelapor/pengadu akan mendapatkan jaminan

keamanan dan keselamatan pelayanan yang

diwujudkar dalam bentuk kepastian untuk
memberikan rasa arran, kerahasiaan data,

bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

t4 Evaluasi Kinerja

Pelaksala

Evaluasi kinerja layalan pengaduan dilakukan

oleh Bupati Kepulauan Sangihe secara berkala

atau sesuai kebutuhan. Untuk evaluasi kinerja
layanan teknis dilakukan oleh Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Daerah,

ハ

Jumlah Pelaksana



III.STANDAR OPERAS10NAL PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS I″ :2Y:ArSAPP LAPOR

BUPATI

NO K[GIATAN

1

2

3

4

う

ヽ

7 rlenerima Jawaban tindaklanjut aduan

Ad“ in

Kabu"ten
Kepala。 0
Adm,o PD

'4UTtI BAKU
ヽ`′aktu

~¬

_劃

P[LAKSANAAN

TOK

YA

Ident tas

pengadu:

Na`i,a′

Alamat′ bto
sein dengan

KTp
lЫ aduan

,ebs len9kap
dilengkapl

FotO ke,adlan

KET
0、it,t't

Ivlenerima, memverfikasl, h€nOklasifikasl, h€nqklarifiknsi
aduan- lika tldak meinenuh, kelengkapan, aduan
dlkemballkan ke masyarakaL Jlka memenuhi sya.at
dlteruskai ke peranqkat Oaerah terkaat

Membuat pengaduan melalua whatspp dan medla sosial
Lapor Bupatl Sanq,he

l.4enerima, menelaah, tumErlfikasi, merespon aduao,

Menelaah ad!an, mempenratikan dlsposlsi pimplnan,

meniidaklarjuti aduan

l'lenerlma jawaban aduan dari peranqkat Dae.ah untuk
diteruskan kepada nasyaralct pembuat adua.

Meneriha, denelaah konsep tlndaklanju! jawabatr
ad!an, jikn tidak memenuhijawaban dikembalikan unlsk
dile.gkapi, Jika memeouhi syarat diteruskan ke Adnh
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